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ABSTRAK 
  Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi ialah dengan memperkuat sanksi pidana yang 

dijatuhkan pada pelaku, namun dalam menjatuhkan putusan, hakim harus merumuskan pertimbangan keadaan 

yang memberatkan dan meringankan sehingga putusan benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Salah 

satu alasan pertimbangan yang meringankan dalam putusan Nomor 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST 

yakni, Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Pertimbangan ini dinilai 

kontraproduktif dengan tujuan terciptanya keadilan mengingat  korupsi secara normatif disebut sebagai 

kejahatan “extra ordinary” disamping pertimbangan yang demikian itu sangat tidak lazim. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana konsep dan pengaturan alasan untuk 

meringankan pidana dalam putusan perkara pidana korupsi? 2) Bagaimana putusan perkara tindak pidana 

korupsi Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/PN.Jkt.Pst mengukur “terdakwa mendapat hinaan publik” sebagai 

alasan yang memperingankan pidana?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil 

penelitian ini berkesimpulan bahwa setelah ditetapkannya KUHP Tahun 2023, pengaturan tentang alasan peringan 

dan pemberat pidana menjadi lebih spesifik, khususnya pada Pasal 54 dan 58. Hakim dalam putusan perkara 

Nomor 29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst masih bersifat subjektif dalam menjadikan “cacian masyarakat 

terhadap terdakwa” sebagai pertimbangan  yang meringankan. Pertimbangan yang demikian dinilai tidak 

mencerminkan asas keadilan bagi masyarakat terutama yang menjadi korban dana bansos Covid-19 serta  dapat 

mengurangi makna kepastian hukum berperkara di pengadilan. 

Kata Kunci: Korupsi, Alasan Peringanan Pidana, Covid-19. 

 
 

ABSTRACT 
One of the efforts in eradicating corruption is to strengthen criminal sanctions imposed on 

perpetrators, but in making a decision, the judge must formulate considerations of aggravating and 

mitigating circumstances so that the decision truly fulfills the sense of justice in society. One of the mitigating 

considerations in the decision Number 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST namely, the Defendant has 

suffered enough to be reviled, cursed at, humiliated by the public. This consideration is considered 

counterproductive with the aim of creating justice considering that corruption is normatively referred to as 

an "extra ordinary" crime besides such a consideration is very unusual. Therefore, in this study, the 

formulation of the problem is as follows: 1) What are the concepts and arrangements for mitigating 

punishment in corruption cases? 2) How is the decision on the corruption case Number 29/Pid. Sus-

TPK/2021/PN.Jkt.Pst measures "the defendant received public humiliation" as a mitigating reason for the 

sentence?. The method used in this study uses normative juridical law research methods which are carried 

out by examining library materials or secondary data. The results of this study conclude that after the 

stipulation of the 2023 Criminal Code, the arrangements regarding mitigating and aggravating reasons for 

crimes have become more specific, especially in Articles 54 and 58. The judge in the decision on case Number 

29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst is still subjective in making "public insults against the accused" a 

mitigating consideration. Such considerations are considered not to reflect the principle of justice for the 

community, especially those who are victims of the Covid-19 social assistance funds and can reduce the 

meaning of legal certainty in court cases. 

Keywords: Corruption, Reasons for Criminal Mitigation, Covid-19. 
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